SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan
tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan
pelayanan prima kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan
dengan Kketepatan pelaksanaan Kkegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman
Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494;
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
64770;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat
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Menetapkan

KESATU

.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA.

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang terdiri atas:

1.

Lampiran I Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasioal
Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muna;

Lampiran II Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian

Keuangan, Umum dan Logistik;
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3. Lampiran III Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

4. Lampiran IV Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi; dan

5. Lampiran V Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian
Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna bertujuan
sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara
Pemilihan Umum dan/atau Pemilhan serta tugas-tugas rutin
lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

alinan sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
: MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

47
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan
adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang
mempunyai integritas, profesionalitas, akuntabilitas serta pola kerja yang efektif,
efisien, tepat sasaran dan memiliki daya guna optimal.

Selain penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muna juga bertugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta
tugas-tugas rutin sebagai satuan kerja pemerintah. Demi mencapai tujuan dan
pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-
tugas rutin lainnya, dalam melaksanakan tugasnya agar Pemilihan Umum dan
Pemilihan dapat terselenggara dengan sukses, dengan mengutamakan prinsip jujur,
adil, efektif dan efisien, perlu adanya suatu standar operasional prosedur yang
mengatur bagaimana Penyelenggara Pemilihan Umum dapat bekerja sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan
pada lingkungan KPU Kabupaten Muna, Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai
acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian. Mengingat
kebutuhan terkait SOP masing-masing bagian sangat dibutuhkan guna kelancaran
tugas KPU Kabupaten Muna, maka diperlukan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan KPU Kabupaten Muna.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan
sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Muna agar dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta pelaksanaan
tugas-tugas rutin lainnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai maksud tersebut,
maka Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk meminimalisir risiko
kesalahan dalam bekerja, tertib administrasi dan prosedur, serta peningkatan kinerja
organisasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
C. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini
mencakup kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian yaitu

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik,

Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupate, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentnag Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabuoaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236).

E. PENGERTIAN UMUM

L:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Komisi Pemillhan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten.

Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten adalah lembaga kesekretariatan KPU yang
berkedudukan di Kabupaten yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU
Kabupaten.

Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan
fungsi.

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan
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perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan
daya guna yang sebesar-besarnya.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi
dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indicator-indikator
teknis, administrative dan procedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem
kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Surat Dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun
instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.
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BAB II
GAMBARAN KPU KABUPATEN DAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUNA

A. Bidang Tugas Divisi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019, Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Muna yang berjumlah 5 (lima)

orang yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a.

Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

b. Protocol dan kearsipan;

c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
d.
e

. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD

Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;

Kabupaten/Kota; dan
Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu Dan

Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya

Manusia.

a.

o

A R I L

[

Sosialisasi kepemiluan;

Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

Publikasi kehumasan;

Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

Kerja sama antar lembaga;

Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
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k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
1. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
a. Menjabarkan program dan anggaran;
Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

® ™0 a0 T

Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
a. Pengusulan daerah pemilihan dan alikasi kursi;
Verifikasi partai politik dan anggota DPD,;
Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

-0 a0 g

Pelaporan dana kampanye; dan
g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Muna/Kota;
b. Telaah hokum dan advokasi hokum;
c. Dokumentasi dan publikasi hokum;
d. Pengawasan dan pengendalian internal;
e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non
tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang
dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
B. Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Muna
Wilayah Kabupaten Muna terdiri atas 22 Kecamatan yaitu:
1. Napabalano;
2. Maligano;
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3. Wakorumba Selatan;
4. Lasalepa;

5. Batalaiworu;
6. Katobu;

7. Duruka;

8. Lohia;

9. Watopute;
10. Kontunaga;
11. Kabangka,;
12. Kabawo;

13. Parigi;

14. Bone;

15. Tongkuno;

16. Pasir Putih;

17. Kontu Kowuna;
18. Marobo;

19. Tongkuno Selatan;
20. Pasikolaga;

21. Batukara; dan

22. Towea.

KPU Kabupaten Muna menyusun Koordinator Wilayah (Korwil) dengan susunan
terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah dan ditetapkan dengan
Keputusan KPU Kabupaten Muna. Korwil anggota KPU Kabupaten Muna mempunyai
tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat
penyelesaian permasalahan PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang berada dalam wilayah
kerjanya.

. Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muna

Berdasarkan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023
Sekretariat KPU Kabupaten /Kota terdiri atas:

a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,;
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. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;

. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Dalam Pasal 232, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan

penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,
umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan

surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum dilingkungan KPU Provinsi,
penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi
penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta

pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat,

serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Muna sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2. Memberikan dukungan teknis administrative;

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemilu;

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;
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6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

L

Penyusunan rencan dan program kerja serta pelaporan kegiatan di

lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu

kepada KPU Kabupaten/Kota;

. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

4. Fasilitasi penyusunan Rencangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota

8.

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Pelaksanaan dokumentasi hokum, hubungan masyrakat, dan kerja sama

dibidang penyelenggaraan Pemilu;

. Pelayanan data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

dan

Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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D. Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna
Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna dilaksanakan setiap minggu, yang
dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna beserta Sekretaris, dan Kepala
Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna. Rapat Pleno Rution KPU
Kabupaten Muna dipersiapkan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
Dalam Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna dibahas hal-hal sebagai berikut:
1. Penyampaian laporan kinerja Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah
anggota KPU Kabupaten Muna,;
2. Pembahasan terkait evaluasi kerja dan agenda rutin setiap minggu KPU KPU
Kabupaten Muna;
Penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing bagian;
Pembahasan rencana agenda masin-masing bagian; dan
Pembahasan terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan/atau non Tahapan Pemilu
dan Pemilihan yang dianggap penting lainnya.
E. Alur Disposisi dan Paraf Koordinasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota KPU Kabupaten Muna beserta
Sekretariat KPU Kabupaten Muna perlu dilakukan koordinasi sesua dengan hirarki
struktur organisasi. Koordinasi sesuai hierarki struktur organisasi diwujudkan melalui
Disposisi dan Paraf Koordinasi dari mulai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna
sampai dengan Sekretaris dan jajaran Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten

Muna.
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Alur Disposisi dan paraf Koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut:

KETUA KPU
'L KABUPATEN MUNA

J

ANGGOTA KPU
KABUPATEN MUNA

J

|
|
 SexreTARIS KPU }
|

KABUPATEN MUNA

J

KEPALA SUB BAGIAN

(

\

Keterangan : @: Disposisi

|‘_‘ : Paraf Koordinasi
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Dalam menerima surat masuk dan/atau pelaksanaan tuga, Ketua KPU Kabupaten
Muna Melakukan disposisi kepada Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten
Muna yvang sesuai dengan tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti. Masing-masing
Divisi terkait melakukan disposisi kepada Sekretaris yang kemudian akan diteruskan
kepada masing-masing Kepala Sub Bagian terkait untuk dilakukan pelaksanaan
kegiatan. Disposisi digunakan dan berfungsi untuk mengetahui petunjuk atau
tindakan yang harus dilakukan oleh struktur organisasi dari atasan kepada bawahan
sesuai struktur hierarki organisasi KPU Kabupaten Muna.

Paraf Koordinasi dilakukan mulai dari struktur hierarki organisasi KPU
Kabupaten Muna dari mulai Kepala Sub Bagian hingga Anggota KPU Kabupaten Muna
yang kemudian akan dilegalisasi oleh Ketua KPU Kabupaten Muna. Paraf Koordinasi
bertujuan untuk pelaksanaan koreksi dan revisi secara bertingkat guna meminimalisir
kekeliruan dan kesalahan substansi dokumen dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
akan dilaksanakan. Paraf Koordinasi juga dilaksanakan sebagai bentuk persetujuan
dan kesepakatan dari setiap tingkat struktur hierarki organisasi KPU Kabupaten Muna
dalam mengeluarkan dokumen dan/atau pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU

Kabupaten Muna.
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BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUNA

Standar Operasiona Prosedur di lingkungan KPU Kabupaten Muna dilaksanakan oleh
masing-masing sub bagian yaitu Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian
Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan
Sub Bagian Partisipasi dan Sumber Daya Manusia, Standar Operasiona Prosedur dimaksud
adalah sebagai berikut:

A. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
(Lampiran II).
1. Pengelolaan Keuangan, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Pembayaran Gaji Induk, Susulan, Kekurangan Gaji dan Uang
Makan;

b. Belanja Pegawai Pencairan Uang Makan;
Belanja Pegawai Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honor Rutin;
Belanja Rutin Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Barang (UP,
UP KKP);

e. Belanja Rutin Proses Belanja Perjalanan Dinas Melalui LS Bendahara;
Belanja Modal; dan

g. Proses Pengajuan Pembayaran Honor Tim/Pokja dan Narasumber dan Uang
Transport Kegiatan.

Pengemudi/Sopir Kendaraan Dinas Pimpinan;

Pengemudi/Sopir Kendaraan Dinas Operasional;

Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor;

A

Pengelolaan Surat Dinas, terdiri sebagai berikut:
a. Surat Masuk;

b. Surat Keluar Umum; dan

c. Surat Keluar Khsusus.

6. Keamanan Kantor;
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B. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum (Lampiran III)

1.
2
3.

4.

Pelayanan Autentifikasi Partai Politik;

Layanan Penggantian Antar Waktu DPRD Provinsi;

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau
Pakta Integritas; dan

Penyusunan Keputusan.

C. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
(Lampiran V)

N 0 &

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
Penyusunan Laporan Kinerja;

Aplikasi Monev Bappenas (PP 39);

Aplikasi Monev Kemenkeu (SMART);
Penataan Website;

Penyusunan Perjanjian Kinerja;
Penyusunan Rencana Kerja; dan

Revisi Anggaran;

D. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan

Sumber Daya Manusia (Lampiran V).

1.
2
3.

Pelayanan Informasi Publik;
Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi; dan

Pengurusan Administrasi Kepegawaian;
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BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai
pedoman bagi KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya,
sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, efektif, efisien serta

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

balinan sesuai dengan aslinya
TARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif September 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Disahkan Oleh
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM

DAN LOGISTIK
Nama SOP : Pengelolaan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

[

UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Permilihan Umum,;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

178/PMK.05/2001 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Venfikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.

5. Keputusan KPU RI No.753/HK 03.1/02/2021 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara
di Lingkungan KPU

Memahami Alur Penataan dan Pengelolaan Keuangan

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN
1. DIPA KPU 2022
SOP Pemetaan Pengelolaan Keuangan Menuju Tr j 1 BEgEs
A ;an :?ln ,Fe !E:doiaasglamli)?g A KPU pabe sl | Keputusan KPU No. 60 Tahun 2022 tentang Juknis Pelaksanaan
88 yang Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
1. Laporan Pertanggungjawaban
Apabila tidak dilaksanakan secara maksimal akan 2 Tevormi LE/CsK
mempengaruhi realisasi anggaran dan Indikator Kinerja 3: poran Simonika/LPPA

Pelaksana Anggaran (IKPA)
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Pelaksana Mata Baku !
KPPN/Bank
= Uahex Eransiur PPABp | Dendabara | ooy | bpopM | Operasional | Persyaratan | Waktu | Output Kot
Pengcinaran /PNS ybs
1 Belanja Pegawai : Pembayaran Gaji Induk, Susulan, Kekuran, Gaji dan Uang Kehormatan
SK
SK kenaikan Berkala
Perckaman Data sckaligus bﬁjnaaljal;asnl( f‘a:;}‘::t
) Membuat dan  mencetak angkat 30 ADK diinout
Perhitungan Daftar Gaji pada ( J P > | Menit | GPP | 9P
Aplikasi GPP perubahan jika ada
Rekening perubaha |
jika ada ndata |
pegawai_|
Daftar |
Perhitungan
Gayji, Surat
Setoran
Y Pajak dan
5 | Menandatangani ~ Dokumen > — Daftar 15
~ | Daftar Gaji yang sudah dicetak Perubahan Menit
Gaji dan
ADK Gaji
(dibuat
kedalam
Folder ZIP)
Menungg
3 | Kirim ADK Gaji ke KPPN tidak 1 Jam Ws‘;wju
an KPPN
Perckaman SPP. dan SPM
Gaji Induk pada Aplikasi Sakti
dengan cara penarikan data ‘
dari GPP Terpusat, Perekaman SPP dan Menungg F
SPP, Pencetakan SPP, SPM dan Teruploa u Hasil [
4 Persetujuan SPP. Pengiriman setoran i Fais ddi Validasi
ADK SPP dengan OTP PPK, Pajak dari Aplikasi KPPN
Pencetakan SPM, Penguplotan Aplikasi SAKTI (SP2D)
Dokumen Pendukung, e SAKTI
Persetujuan SPM dan )
Pengiriman ADK SPM dengan :
OTP PPSPM !
Perckaman DPP  PPNPN !
melalui  Aplikasi  Dekstop !
PPNPN kemudian di Upload ' o
ke Aplikast Gajikita untuk ! lampirannya Teruploa
5 persetujuan KPPN, setelah ada 1__ it e 1sd2 ddi
persetujuan  KPPN,  di > P g Jam | Aplikasi
input/import GPP (Nota Gayi, Upload ke Sakti
dan Bulan Gaji pada Aplikasi KPPN
Sakti untuk membuat SPP dan
SPM
Mencetak Laporan Mencatat 5 ];fnerbentu
| ya LPJ
6 | Pertanggung Jawaban l }- SP2D et | Pe achis
Bendahara di Aplikasi Sakti Otomatis -
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Pelaksana Mata Baku
KPPN/Bank
No | UraianProsedur | oo, pp | Bendahara | Lo | ppopM | KPA | Operasional | Persyaratan | Waktu | Output L
Pengclmren /PNS vbs
2 | Belanja Pegawai : Pemmbayaran Uang Makan
Perekaman  data
pada Aplikasi
GPP vang Rekap
disesuaikan Daftar
| dengan Rekap l l i‘:’l's:.l? 30 Uang
Absen pada setiap Peshidai Menit Makan
akhir bulan dan
berjalan yang Pajak
diserahkan  oleh
Sub Kepegawaian
Rekap
5 Absen
Mer}andatanganl Perbilus,
Dokumen Daftar Daftar
g | Usng Maken yang Perhitungan | 30
sudah  dicetak L Ve | Menit
kepada ara > > ans
cpaca P Makan,
pegawai Rekap Uang
Makan
Perckaman  SPP
dan SPM pada
Aplikasi Sakti
dengan cara
merckam  SPP,
Pencetakan SPP, Rekap
Validasi SPP, Absen
Pengiriman ADK Perbulan, Teruploa Menungg
SPP dengan OTP Daftar 20 dp u Hasil
3 | PPK, Pencetakan - Perhitungan ' - . | Validasi
SPM, N Umg | Moo Agﬁfs‘ KPPN
Penguploadan Makan, ! (SP2d)
Dokumen Rekap Uang
Pendukung Makan
lainnya, Validasi
SPM, dan
Penginman ADK
SPM dengan OTP
SPM
SPM beserta Teruploa | Menunge
o A . s u Hasil
4 Pengiriman ADK lampirannya 2()‘ d_dl | Validasi
SPM Ke KPPN vang telah Menit | Aplikasi KPPN
discan Sakti (SP2d)
Mencetak
Laporan
Pertanggung Mencatat . Te@ntu
5 | Jawaban D SP2D ¥, [
. Menit | Pengelua
Bendahara otomatis
. ran
Pengeluaran  di
Aplikasi SAKTI
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Uraian Prosedur

Pelaksana

Mata Baku

PPABP

Bendahara
Pengeluaran

KPPN/Bank
PPK | PPSPM | KPA | Operasional
/PNS ybs

Persyaratan

Waktu

Output

Ket.

Belanja Pegawai : Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honor Rutin

Penginputan Data
Tukin yang
disesuaikan
dengan Rekap
Absensi setiap per
21 bulan
sebelumnya s.d 20
bulan  berjalan
oleh Sub
Kepegawaian dan
dibuatkan  rekap
perhitungan
sesuai format.
Dan
ditandatangani
oleh PPK dan
Bendahara

Rekap
Absen
Pegaawai

30

Rekap
Perhitun
gan
tunjanga
n Kinerja

Perckaman  SPP
dan SPM pada
APlikast  SAKTI
dengan cara
Merekam  SPP,
Pencetakan SPP,
Validasi SPP,
Pengiriman ADK
SPP dengan OTP
PPK. Pencetakan
SPM
Penguploadtan
Dokumen
Pendukung
lainnya, Validasi
SPM, dan
Pengiriman ADK
SPM dengan OTP
SPM

Rekap
Absen
Perbulan,
Daftar
Perhitungan
Uang
Makan,
Rekap Uang
Makan

30
Menit

Pengiriman ADK
SPM ke KPPN

SPM beserta
lampirannya
yang telah
discan

20
Menit

Teruploa

Aplikast
Sakti

Menungg
u Hasil
Validasi
KPPN
(SP2D)

Mencetak
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Bendahara
Pengeluaran di
Aplikasi SAKTI

Mencatat
SP2D
Otomatis

5 Menit

Terbentu

knya LPJ

Pengelua
ran
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No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mata Baku

Bendahara
Pengeluaran

PPK PPSPM

KPPN/Bank
Operasional
/PNS ybs

Persyaratan

Waktu

Output

Belanja Rutin : Proses Belanja Operasional Belanja Jasa dan Belanja Barang (UP, UP KKP)

Melakukan
persetujuan SPBY
oleh PPK. setelah
itu Perckaman
Kuitansi dan
Membuat DRPP
oleh  bendahara
pada Aplikasi
Sakti

SPBY,
Kuitansi dan
Nota

10
Menit

DRPP

Membuat
SPP/SPM  sesuai
dengan DRPP dari
bendahara
sekaligus di
periksa oleh PPK
terkait akun-akun
yang digunakan
untuk pembayaran
sckaligus
menandatangani
persetujuan
Revolving,
Persetujuan SPP,
Validasi SPP dan
ADK OTT PPK
untuk penerbitan
SPM.

DRPP

30
Menit

Terbit SPP
dan SPM
beserta
Lampiran

Menunggu
Proses
Validasi
KPPN

Upload dokumen
SPM beserta
lampirannya,
validasi SPM dan
OTP SPM untuk
kirm ADK ke
KPPN

SPM beserta
lampirannya
vang telah
discan

Menun
ggu
Proses
KPPN

Terupload di
Aplikasi Sakti

Mencetak
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Bendahara
Pengeluaran di
Aplikasi SAKTI

i

Mencatat
SP2D
Otomatis

5 Menit

Terbentuknva
LPJ
Pengeluaran
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Pelaksana Mata Baku
" Kassubb PPSPM/O KPPN/Bank
|| Crslon Eresndur PB""":"“"‘ (selinplg PPK | perator | KPA | Operasional | Persyaratan | Waktu | Output Hat
CMBCHUATAN | Bagian) Pengelola /PNS ybs
5 | Belanja Pegawai : Proses Belanja Perjalanan Dinas melalui LS Bendahara
Proses
Administrasi : G
Membuat Rincian
Perjalanan  Dinas
sesuai  telaahan Telaahan
Staf dari bagian- Staf dari
bagian yang telah bagian-
di acc  oleh bagian yang
1 | Sekretaris, melakukan 3 Han
disetujui oleh perjalanan
PPK serta dan rincian
diserahkan di v perjalanan
pengelola = dinas
keuangan n
(Bendahara)
dibuatkan
Kuitansi Perjadin.
Telaahan
Staf dari
bagian-
bagian vang Surat
2 | S S ” melakukan |\ OV | Tugas
& perjalanan dan SPD
vang telah di
acc
Sekretaris
Perekaman
SPP/SPM belanja
Perjadin pada
Aplikasi  Sakti,
Cetak SPP, + ISPM.W Terup_loa Menungg
3 | Validssi  SPP gk |30 ddi 1 proses
’ yang telah Menit | Aphkasi
ADK OTP PPK. yang s KPPN
Cetak  SPM, discan kit
Validasi  SPM,
ADK OTP
PPSPM.
4 Kirim ADK ke ADK SPM 20 Teruploa | Menungg
KPPN Y Menit | ddi | uHasil
Aplikasi | Validasi
Sakti KPPN
(SP2D)
Pembavaran
perjalanan dinas
oleh bendahara
pengeluaran dan Terbentu
. | dibukukan oleh i | knyaLPJ
> | bendahara scbagai D SPZD. A M Pengel
e otomatis i
laporan ran
pertanggungjawab
an di aplikasi
sakti

idih.kpu.go.id/sultra/muna



jdih.kpu.go.id/sultra/muna

Pelaksana Mata Baku
z Bendahara < KPPN/Bank
il R PBJ | Pengeluara | PPK | L | pPSPM | Operasional | Persyaratan | Waktu | Output K.
n ign /PNS ybs
6 Belanja Modal
Proses Dokumen
Kontrak yang
terdiri dari
dokumen kontrak Kontrak dan
1 | antaralain: — T Lampiranny | 3 Hari
Penawaran Harga, ] a
Surat Perjanjian, v
dan  Pendukung '
Kontrak Lainnva. '
Pengajuan :
Dokumen ! Ringkasa
Kontrak oleh ' n
, | PPSPM  setclah = Ronwrak dan |- 39 | Kontrak
lengkap  barulah > PUAMY | Menit | telah di
dicatat dan : daftarkan
didaftarkan ke ke KPPN
KPPN
Setelah
mendapatkan
Persetujuan Dokumen
kontrak dari Kontrak
KPPN, pembuatan beserta
SPP/SPM kontrak lampirannya | 5, | Sap
3 | sesuai dengan TTTTA sertaresume | o . .
' 5 i enit Kontrak
waktu ' kontrak vang Sestii
pembavaran yang ! sudah di
telah  ditentukan ' daftarkan di
dalam ringkasan i KPPN
kontrak/termin i
kontrak ;
4 | Upload Dokumen : SPM beserta 30 Teruploa | Menungg
SPM. beserta " lampirannva | Menit ddi u Hasil
Lampiran, : vang telah Aplikasi | Validasi
Validasi SPM dan disca Sakti KPPN
OTP PPSPM, (SP2D)
ADK SPM
dikinm ke KPPN
Mencetak
Laporan
Pertanggung Mencatat g'::cfgj
5 | Jawaban D SP2D | 5Menit | poo s
Bendahara otomatis engelua
Pengeluaran di T
Aplikasi SAKTI
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Pelaksana Mata Baku
. Kasub! KPPN/Bank
Ne Uieslows Prinslor Setaryy | ppk | Bendahara | Lo Operasional | Persyaratan | Waktu | Output et
Ketua Fongeiuarsn /PNS vbs
7 | Proses Pengajuan Pembayaran Honor Tim/Pokjadan Uang Transport Kegiatan
Penyusunan SK Kelompok
Kerja, Pembuatan SK
Narasumber dan Tim/Panitia
sesuai dengan yang terhitung Proses
1 | dalam RKA/Juknis Kegiatan | } Pelaksanaan | 5 Hani
kemudian  dikoreksi  dan Kegiatan
diparaf oleh kasubag serta
ditandatangani oleh Sekretaris
KPU atau Ketua KPU
SK Kelompok Kerja, Laporan
Narasumber, Panitia kegiatan Kegiatan
beserta data dukungnya untuk Rangkap 3
dikoreksi oleh PPK terkait yang sudah
2 Akun dan Nominal Pokja vang 1 T ditandatanga 30
tertuang dalam RKA/Juknis. __.I : ni oleh Menit
Setelah disetujui oleh PPK | pimpinan
diserahkan ke Bendahara : dan daftar
Pengeluaran untuk dibuatkan . penerimaan
Kuitansi Pembayaran :
1
gil( dan Laporan Pokja sudah il i IL(':;.‘;";?,
tandatangani Rangka 3 ; Rangkap 3
untuk  proses  Pembuatan | gah
SPP/SPM  dan  Daftar : yang su 15
3 Pesss Kel k Kesi dnar_ldata.nga Meni
enerimaan Kelompok Kerja, ol olsh enit
Narasumber dan : pimpinan
E‘a“_sw‘f”a“g Saku : dan daftar
egiatan. - :
, penerimaan
]
Upload Dokumen  SPM. : SPP beserta Teruploa Meﬁ““%g
4 | beserta  Lampiran, Validasi : lampirannya | 30 ddi ‘:,' aliii
SPM dan OTP PPSPM, ADK ' vangtelah | Menit | Aplikasi | ‘oo
SPM dikirim ke KPPN : discan SAKTI
: (SP2D)
)
Mencetak Laporan : Terbentu
5 Pertanggung Jawaban Mse;gi)m 5 knya LPJ
Bendahara Pengeluaran di 0 A Menit | Pengelua
Aplikasi SAKTI ran

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK

Nama SOP : Pengemudi/Sopir Kendaraan Dinas Operasional

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum; 1. Memiliki kemampuan mengendarai mobil;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun | 2. Memiliki SIM A.

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komist Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretanat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1889/SDM.OI-
Kpt/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen
Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/81/V1/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU JUMLAH PELAKSANA
Kab/Kota. .
Minimal 3 orang
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN

Buku agenda, Alat kebersihan kendaraan.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku Agenda

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku Ket.
No Uraian Prosedur Kasubbag
Pmsg:’; g[S Keuangan, | Sekretaris | Persyaratan | Waktu Output
Logistik
Pengemudi Membersihkan dan Memenksa
kendaraan dinas dengan cara :
1. Membersihkan kendaraan baik dalam
maupun luar.
2. Memeriksa kelengkapan  kendaraan l i Alat 60 Kondisi
1 seperti STNK, segitiga pengaman, kotak kebersihan Maexiit Kendaraan terjaga
P3K, dongkrak, pewangi dst. Kendaraan dengan baik
3. Memeriksa fungsi kendaraan seperti rem,
kopling, gas mesin, lampu, wiper, dst
4. Memeriksa bahan bakar. oli, air radiator,
air wiper, ban, dst
Usulan
Pengemudi Berkoordinasi dengan Koordinator Pemeliharaa .
, | apabila terkait pemeliharaan dan perawatan n Kendaraan 15 Pers JPO]
kendaraan dinas seperti perpamjangan STNK, Menit K.
Servis, penggantian oli dan suku cadang endaraaan
Laporan
5 | Kasubbag menerima Laporan Pemeliharaan Pemeliharaa 15 Pe]};r:posa]jhamlm
Kendaraan dari Koordinator nKendaraan | Menit Viafician
Kegiatan
4 Pengemudi bersiaga unutk menunggu instruksi Instruksi Jam Kam:\mlsam
dari Koordinator untuk melakukan pengantaran pimpinan Kerja e Taricer e
sukses
Kegiatan
5 Pengemudi melaksanakan pengantaran dalam I Rute Jam Kantlor ta;;“klz;m
rangka mendukung kegiatan operasional kantor Pengantaran Kerja dengan hanoer dan
sukses
Kegiatan
Pengemudi melaksanakan pengantaran kembali Rute Jam Operaswn_al
6 kantor P i Kerje Kantor terlaksana
gan dengan lancer dan
sukses
Pengemudi  beristirahat dan  melakukan
kegiatan antara lain :
1. Siap Siaga (stand by terkait tugas Alat . Kondisi
7 selanjutnya Kebersihan Keri Kendaraan terjaga
2. Memeriksa kembali kondisi  dan Kendaraan “na dengan baik
kebersihan kendaraan
3. Melaksanakan perintah atasan
Formulir 15 La Keri
8 | Pengemudi membuat pelaporan kerja harian Pelaporan N Poriz Led
Keria Harian enit Hanan
erja
Koordinator menerima laporan kerja hanan Formulir 15 Mengetahui
9 | pengemudi yang dapat diakses juga oleh * Pelaporan Mexit kinerja
Kasubbag dan Sekretaris Kerja Harian Sopir/Pengemudi
Kegiatan
Koordinator berkoordinasi dengan Pengemudi B Intruksi 15 Operasional
10 | untuk menyiapkan kendaraan dan tugas S Menit Kantor terlaksana
pengantaran selanjutnya Ey— o dengan lancar dan
sukses

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK

Nama SOP : Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum; -

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komusi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1889/SDM.0I1-
Kpt/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen
Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/V1/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU JUMLAH PELAKSANA
Kab/Kota. ——
Minimal 3 orang
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN
Peralatan kebersihan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Prosedur ini1 wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku agenda

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku Ket.
i Kasubbag
No Uraian Prosedur
Petugas K”;':i““ M‘ Sekretaris | Persyaratan | Waktu Output
Logistik
. . . Q Nota Dinas 30 Draft Zonasi

I | Mengatur Pembagian Wilayah Kerja : & Ballpoint | Menit Pekerjaan
Kasubag. Umum & Logistik memberi / Drfﬁ Sa';mt 10 Surat Tugas

2 | persetujuan terhadap Pembagian Wilayah Zm;gasi sali Zongsi
Kerja Pekerjaan Pekerjaan
Kasubag. Umum & Logistik Menetapkan :
Waktu Pelaporan Pekerjaan meliputi : Nota I;I.ola gmas
1. Pagi: 07.00 - 09.00 Wita b Jam o

3 12 Sore: 15.00 - 16.00 Wita inaasd |y Tkt

) P ) ; / Ballpoint ] Pelaporan
Dan melaporkan ke Sekretaris KPU Pekeriaan
Kabupaten/Kota €1}

4 | Petugas melakukan presensi masuk & _F Fingerptint 5 ll;:;.;;as’:
pulang bekerja Menit | Kehadiran
Petugas melaksanakan Pekerjaan sesuai
pembaglan wilayah yang meliputi :

. Menyapu dan Mengepel semua
ruangan
2. Membersihkan Toilet dan menjaga
kebersihan toilet Alat T Terjaganya
5 | 3. Membersihkan dan  membuang Febersibian | Kesia Kebersihan
sampah/kotoran pada meja kerja J Kantor
pegawai dengan lap dan cairan
pembersih beserta air
4. Membersihkan halaman kantor
5. Mengelap kaca & langit — langit
ruangan secara berkala
Formulir

6 Petugas melakukan pelaporan sesuai Pelaporan 5 Laporan Kerja

dengan waktu yang ditetapkan Kerja Menit Harian
Harian

Petugas beristirahat dan melakukan

kegiatan antara lain :

1. Siap siaga (stand by) di wilayah kerja 4 Terjaganya

7 masing-masing atau di ruangan Alat Jam Kebersihan

pramubakti Kebersihan | Kerja Lingkungan
2. Mengawasi kebersithan lingkungan Kantor
kantor selama jam kerja
3. Melaksanakan perintah atasan
Koordinator melakukan Pemeriksaan o Terjaganya

8 Laporan Pekerjaan sesuai waktu vang 'l er?'ra 5 Kebersihan
ditetapkan yang dapat diakses langsung V Ha.rijan Menit Lingkungan
juga oleh Kasubag dan Sekretaris Kantor
Koordinator melakukan s Terjaganya

o | Patrol/pengawasan kebersihan berkala it 5 Kebersihan
dengan menyesuaikan waktu pelaporan Hanjan Menit Lingkungan
petugas Kantor

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Egglgr_n_lae:gozs

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilithan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1889/SDM.0I-
Kpt/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen
Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/S1/V1/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kab/Kota.

1. Memiliki kemampuan mengendarai mobil;
2. Memiliki SIM A.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN
Buku agenda, Alat kebersihan kendaraan.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Buku Agenda

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku Ket.
No Uraian Prosedur Kaschiag
Pe:.;::. gi | oordinat | BN | Sekretaris | Persyaratan | Waktu Output
Logistik
Menjemput  Pimpinan  (Ketua & Pimpinan
1 | Sekretaris) untuk kemudian membawa ke l I Kch(i:ll:I:: an M:i?lit sampai di
kantor sesuai jam masuk kantor kantor
Membersihkan dan Memeriksa kendaraan Alat
dinas dengan cara : kebersihan
1. Membersihkan  kendaraan  baik Kendaraan
dalam maupun luar.
2. Memeriksa kelengkapan kendaraan Kondisi
2 seperti STNK, segitiga pengaman, 60 Kendaraan
kotak P3K, dongkrak. pewangi dst. Menit terjaga
3. Memeriksa fungsi kendaraan seperti dengan baik
rem, kopling, gas mesin, lampu,
wiper, dst
Memeriksa bahan bakar, oli. air radiator,
air wiper, ban, dst
Pengemudi  Berkoordinasi  dengan Usulan
Koordinator apabila terkait pemeliharaan Pemelihara 15 Laporan
3 | dan perawatan kendaraan dinas seperti an Menit Pemeliharaaa
perpanjangan STNK, Servis, penggantian Kendaraan n Kendaraaan
oli dan suku cadang
Y Laporan
3 Kasubbag menerima Laporan Pemelihara 15 Peﬂlr;%;.;ra;an
Pemeliharaan Kendaraan dari Koordinator an Menit
Kendaraan Kendaraan
Pengemudi bersiaga unutk menunggu
5 instruksi  dari  Pimpinan (Ketua & Ponsel Jam Instruksi
Sckretaris) mengenai kegiatan keluar Kerja Pimpinan
kantor
Kegiatan
Mengantarkan  Pimpinan  (Ketua & Jam Dinas
6 | Sekretaris) ke tempat kegiatan/dinas dan Kegiatan Keri berjalan
mengantarkan kembali ke kantor ca dengan lancar
l dan sukses
Bersiaga untuk menunggu instruksi i
7 | selanjutnya dari Pimpinan (Ketua & Xeta
Sekretaris) 7
| Formulir
8 | Mengisi laporan kegiatan harian Pell‘?:ﬂq;an Mi:f]jl Kc;?apl?lr:nl'lan
Harian

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM <) D Ke
KABUPATEN MUNA Y _
: KABUPA o
Disahkan Oleh MUNA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM 4, '
DAN LOGISTIK X ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Pengelolaan Su inas
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

(=

UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilthan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinst dan Sekretaniat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1889/SDM.0OI-
Kpt/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen
Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/V1/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kab/Kota.

Keputusan Komisi Pemilithan Umum Nomor 666 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kode
Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komusi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

1. Memiliki kemampuan administrasi dan pengarsipan dokumen
2. Memahami ketentuan Tata Naskah sesuai dengan PKPU Tata
Naskah Dinas

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN

PERLATAN/KELENGKAPAN

Komputer, Printer, Scanner, Stempel, Buku Agenda, Lembar
Disposisi dan Lemari Arsip

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Buku agenda

idih.kpu.qgo.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku
N Uraian Prosed Staf Ketua Ket.
N w PeTnb'g” & i Sekretaris Ketua Persyaratan | Waktu Qutput
Sekretaris Bag

A. | Surat Masuk

Menerima dan mencatat surat Sur_at el Surat
: o buku agenda 15 :
I | sekaligus melengkapi dengan . siap
lembar disposisi onber | Mt | i
Spos disposisi Pos
. _ y Surat
Menenmfa surat dan kemudian Siirat Magk r—,
| meneruskan 7 o ke " i Lanibae IO_ nke
~ | Ketua/Sekretaris (sesuai tujuan g 7 S Menit
at) disposisi Ketua/Se
sur kretaris
v Isi
- | Mencatat isi dan tujuan / Surat Masuk 15 fisposisi
" | disposisi \/ e lembes | o0y g
disposisi terdistrib
usi
Surat Isi Surat
Mencatat  dipapan  agenda Masuk, tercatat

4 (Surat lembar 10 untuk
undangan/Pemberitahuan disposisi dan | Menit media
acara) papan informas

agenda 1
1 : Surat
Mengembalikan = Surat  yang _ terdistrib
telah disposisi 4 Surat Masuk 10 :

5 | Ketua/Sckretaris dan lembar |\ -
mendistribusikan ~ sesuai  isi disposisi st
disposisi serta mengisi el

disposisi
Mencatat hasil distribusi surat 5 Rekapitu

6 | melalui buku agenda Buku agenda Meait lasi surat
elektronik ™ masuk

B. | Surat Keluar Umum
Menyusun naskah surat dinas Surat Masuk 15 Draft

1 | sesuai isi surat da isi lembar & Lembar Me-;n Surat
disposisi disposisi ; Dinas

, | Memeriksa isi surat dan r*- Draft Surat | 10 | Surat
melakukan parah koordinasi - Dinas Menit Dinas

A Surat
. i 5 . Dinas
Memeriksa isi  surat dan al : 15 :
3 melakukan tanda tangan Surat Dinas Menit di Sp
iregistra
si
Memeriksa surat untuk di Is)lu;:;
distribusikan ke  Kasubag . 10 .
4 |untuk dilakukan registrasi e St Dis | i a2
egistra
surat keluar .
Surat
Menerima surat yang telah 10 Dinas

5 | ditandatangani # Surat Dinas Menit siap
Ketua/Sekretaris diregistra

si

6 Melakukan registrasi  surat Surat Dinas 5 ﬁmﬁ
keluar I I‘ buku agenda | Menit Sl i

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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C. | Surat Keluar Khusus
Menyusun naskah surat dinas Euuiit:d:ii 15 Draft
1 | sesuai isi surat dan isi lembar D I 1% Meni Surat
disposisi embar, — Dinas
disposisi
Memeriksa isi  surat dan v
3 melakukan paraf koordinasi - Draft Surat 1 Hari Surat
(scluruh  komisioner untuk Dinas Dinas
surat Ketua)
v Surat
3 | Menerima isi  surat dan VAR Surat Dinas | 15 Dsi:;s
melakukan tandatangan \/ Menit diregistra
si
Menerima surat untuk g‘.’m
4 | distribusikan ke  Kasubag Sorai D 10 in"s
untuk  dilakukan registrasi |' 3 | Menit & 3 “Ptr
surat keluar ICE:S a
Surat
Menerima surat vang telah 10 Dinas
5 | ditandatangani + Surat Dinas Menit siap
(Ketua/Sekretaris) diregistra
si
6 Melakukan registrasi  surat Surat Dinas 5 :Qel_:apm:
keluar l =‘ buku agenda | Menit alfelﬁa

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Disahkan Oleh
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK
Nama SOP : Keamanan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum; 1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun | 2. Memiliki keberanian dan kemampuan fisik:

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi | 3. Mampu melayani tamu dengan humanis.
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1889/SDM.01-
Kpt/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen
Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/V1/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU, JUMLAH PELAKSANA

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU _

Kab/Kota. 3 (tiga) orang
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN

Senter, Pentungan dan lampu Parkir, Camera CCTV

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku Tamu dan Buku Mutasi

~jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku
Ket.
No Uraian Prosedur Ka.Subag
P 5 )
Petugas “"]:"’ff;“g Umum & Sekretaris Persyaratan | Waktu Output
Logistik
1 Mengatur jadwal piket penjagaan Kertas. ?,Eil;ttjf:g :gl
kantor untuk malam & siang T Ballpoint Sl
Ballpoint
Kasubag. Kenangan, Umum & / Jadwal Piket
2 | Logistik memberi persetujuan Jagad
terhadap jadwal piket N\ Saksana
Mesin
3 Melakukan presensi masuk & “ fingerprint Presensi
pulang Petugas piket Kehadiran
Membantu mengatur kendaraan
parkir untuk kendaraan tamu, Laporan
4 | pegawai & Pimpinan baik jam Fingerprint Presensi
kantor maupun setelah jam Kehadiran
kantor
Kendaraan
< | Merapikan meja & mengecek Foralatan Kokt
5 Pengamana tersusun
Peralatan Keamanan .
n dengan tertib,
| | x 24 | rapih & lancer
Menjaga inventaris peralatan Cek list Jam Laporan
6 kantor (termasuk memeriksa e Kondisi
APAR sccara berkala) dan l\l':ea.manan peralatan
kendaraan dinas yang diparkir keamanan
Melakukan Patroli Keamanan Teriazanva
Kantor setiap 3 Jam Sekali h 4 Peralatan Bl oo
: keamanan dan
7 | (mengontrol ruangan  kena. Pengamana C
g : ketertiban
memastikan barang elektronik & n k
3l antor
mengunci pintu)
Melavani tamu dengan Senyum.
Sapa, Salam (3S) dam Handphone
8 mengarahkan  tamu  untuk & Mengisi L;gg:)?
melapor Petugas dan mengisi Buku Tamu PR
buku tamu serta mengantar tamu (registrasi)
ke ruangan tunggu
Buku Tamu
: 2 2 & Laporan
g | oo T, g dan Ballpoint/F Kunjungan
chjaga baru ormulir Tamu
Buku Tamu
Personil di  wakili Danru ) .
melaporkan hasil Situasi > B“k'.J Bukn Mutaci
10 Keamanan selama 1 x 24 jam ke Mt & Jagad
> : X2t Ballpoint Saksana
enanggungjawab
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=9

Penanggungjawab  melaporkan N N, Klézfnoran KLapora:n
11 | ke Kasubag Keuangan, Umum & > ] Hariiani ; HE man"?nan
Logistik A :
(online) (online)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

alinan sesuai dengan aslinya
T KOMISI PEMILIHAN UMUM
MUNA
agian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ViINe
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
DAN HUKUM
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
KOMISI PEMILIHAN UMUM Disahkan Oleh
KABUPATEN MUNA
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM AMAD ASKAR
ADI JAYA
Nama SOP : Layanan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

0D pud

—

Pejabat yang berwenang/sesuai Tupoksi;

2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan
informasi;

3.  Mampu menangani permohonan dengan aktif;

4. Mengetahui infomrasi kepemiluan dan pengetahuan

tentang Penggantian Antar Waktu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; JUMLAH PELAKSANA
7. Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi Minimal 2 orang
Pemilithan Umum.
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Pengajuan, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPRD
Kabupaten

Ruang Rapat pleno, Komputer, Meja, Kursi, Dokumen
Hasil Pemilu Legislatif, Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan
2. Laporan pelakasanaan

- jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mutu Baku
Kasubag {
e Ll il Pemohon Jm ld(?U SIE:UN;:;: | Pelaksana | Persyaratan Waktu Output
Kab ;
Surat
KPU _ Kabupaten  ——
Mene_nma Surat yang

| ’];ZE;H“S“ gjﬁ ditandatanga | 10 menit Disposisi
Waktu (PAW) dari | ; ni Pimpinan
DPRD Kabupaten LR

Kabupaten
Kepala Bagian
Menerima Disposisi v Surat

2 Surat  Permintaan e, 15 menit Disposisi/ Arahan
Calon PAW dari
DPRD Kabupaten |
Kepala SSub Bagian |
melakukan .
pencermatan  surat { N

5 | permintaan  calon \ 2 Surat 1% mexi Ripoeis) dag
PAW Fih ; Perwiik 3 menit Catatn Hasil

; | Pelaksanaan
menyiapkan daftar T
dokumen !
pendukung |
Staf pelaksana
menyiapkan  surat |
undangan pleno

4 Ejgn Kab:la[;a;i . Disposisi/ 30 menit Surat undangan
pemeriksaan i Arahan pleno
pemenuhan [
persyaratan  calon
PAW |

| Data DCT, SK
Staf pelaksana KPU tentang
menyiapkan . Rekapitulasi

5 dokumen | I: Disposisi/ 120 menit Perolehan Kursi
pendukung dan Arahan dan Calon
kebutuhan  pelno Terpilih.
KPU Kabupaten Pengaturan

terkait
Pelno KPU
Kabupaten  dalam Paling
rangka lambat 1 hari

6 pemeriksanaan P Undangan setelah surat | Berita Acara hasil
verifikasi - Pelno permintaan Pelno
pemenuhan calon PAW
persyaratan  calon diterima
PAW
Staf pelaksana
melakukan input - Sml
dokumen  kedalam et . FoiEn

7 sSichsn  Tioiuisi > calon PAW 60 menit terinput dalam
Pengganti antar La;ilan SIMPAW
waktu (SIMPAW) i
Staf pelaksana ‘
menyiapkan Berita 3
Acara Hasil dalam ‘ y

: i Arahan/ ;

g | Pemesiksaan/ i Catatan 120 menit DB et
;‘;‘Zﬁ& | Hasil Pleno A
persyaratan  calon §
PAW | I
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Uraian Prosedur

Pelaksana

Pemohon

Kasubag
Teknis dan

Hukum KPU
Kab

| Pelaksa
Sekretaris |
KPU Kab }

Persvaratan

Mutu Baku

Waktu

Output

Ket.

KPU Kabupaten
menandatangani
Barita Acara hasil
pemeriksaan
pemenuhan

persyaratan
PAW

calon

A

Draft Berita
Acara

60 menit

Berita Acara
Hasil Pleno

10

Staf pelaksana
meviapkan dan
menvampaikan
Surat  Permintaan
laporan LHKPN
kepada Partai
Politik

Disposisi/

60 Menit

Surat Permintaan

LHKPN. Tanda
Terima Surat

11

Staf pelaksana
menyiapkan  draft
surat penvampaian
nama calon PAW
kepada DPRD
Kabupaten

Belum

Disposisi/
Arahan

60 Menit

Tanda Terima
Surat

12

Kepala Sub Bagian
melakukan
pemerikasaan
kesesuaian

Draft Surat

13 menit

Disposisi dan
Arahan

Staf pelaksana
menyiapkan  surat
penvampaian calon
PAW dan Dokumen
pendukung dan
disampaikan kepada
Kepala Bagian

Belum

Arahan dan
catatan hasil
pemeriksaan

30 menit

Drafi surat dan
Dokumen
pendukung

Kepala bagian
melakukan
pemeriksaan
dokumen
kelengkapan
dokumen serta
memberikan  paraf
persetujuan

dan

Sesuai

3

Draft surat

Dokumen
pendukung

15 menit

Disposisi dan
Arahan

15

Staf pelaksana
menerima paraf
koordinasi

Sekretaris  terkait
surat usulan calon
PAW dan tanda
tangan Ketua KPU
Kabupaten

Drafi surat
dan
Dokumen
pendukung

30 menit

Surat

penyampaian dan

dokumen
pendukung

16

Menyampaikan
surat kepada DPRD
Kabupaten
ditembuskan kepada
Mendagri, DPW
Parpol dan Fraksi

Surat
penyampaia
n dan
dokumen
pendukung

30 menit

Tanda Terima
Surat
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

AD ASKAR ADIJAYA

N
Nama SOP : Penyusuna

O

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 335
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penvusunan
Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Seckretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16
Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
200 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2024.

1. Memahami prosedur dan alur pengajuan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muna:

2. Memahami bahan dan dokumen pendukung dalam omponen
penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna:

3. Mampu berkoordinasi dengan sub bagian di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN

PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Penerimaan Surat

Komputer, Printer, Scanner, Stempel, Lemari Arsip

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Buku Laporan Masuk
2. Buku Registrasi Laporan

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku
No |  Uraian Prosedur Masing | Ketua Kasubbag Ket.
masing dan Sekretaris | Teknis dan | Pelaksana | Kelengkapan Waktu Output
subbagian | Anggota Hukum
. . Dokumen
Maging-masing data dukung
subbagian - Dalam P
mengusulkan  dan l = > Dokumen Konsep kepu
1 mengajukan konsep Pendukung - beserta berisikan isi
Keputusan  dengan Keputusan data PP
menyertakan pendukung penyusunan
dokumen pendukung kg-) ki
Pembuatan
draft
keputusan
disesuatka
Staf pelaksana = dengan =
menyusun draft ketentuan
2| keputusan tHari | D@ | (213 naskah
berdasarkan Keputusan dinas KPU
dokumen dan data Draft *
pendukung keputusan
dibuat
minimal 3
rangkap
Kepala  Subbagian Perbaik
Teknis dan Hukum, meliput ;“m
Sekretanis,  Ketua Bahan naskah
3 |dan Anggota I Hari | revisidraft | . o0 o
- i dinas da nisi
melakukan  koreksi keputusan draft
terhadap draft keputusan
keputusan
Verifikasi
Awal
kelengkapan
Staf Pelaksana t‘:;?a‘:'
melakukan Draft mclipeti
4 et deaf} 30 Menit Keputl:lsan kesesuaian
keputusan > hasil P
berdasarkan hasil koreksi dé’r;aﬂ
g model PP-2
dan
dokumen
pendukung |
Draft
Keputusan | Penomoran
I yang keputusan
]Slfa;jma Pcln bernomor | disesuaikan
5 = omor| 5 Menit dan dengan
l];cp. Tata Ukaha tercatat ketentuan
agan s dalam klasifikasi
buku arsip KPU
nomor
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Kepala Subbagian
vang mengusulkan
Keputusan, Kepala

Subbagian  Teknis Drafi
6 |dan Hukum dan # I( 15 Menit | Keputusan
Sekretaris terparaf
memberikan  paraf
terhadap draft
keputusan
Ketua dan Anggota Paraf
memberikan  paraf koordinasi
koordinasi terhadap Keputusan | dibubuhkan
7 | draft keputusan dan 15 Menit | tertanda dalam
Ketua tangan kolom cap
menandatangani paraf
Keputusan koordinasi
Pembuatan
draft salinan
keputusan
sesuai
Staf Pelaksana Draft kdengan
8 menyusun  salinan 5 Menit salinan etentuz_m
kcplitusan keputusan lqtanaskah
dinas KPU,
salinan
dibuat
minimal 3
rangkap.
Kepala  Subbagian 2
Teknis dan Hukum B s
9 | memberikan tanda SMnit. | ot
. ertandata
tangan Salinan :
Keputusan S
Staf Pelaksana Pengarsipa
melakukan n dalam
10 | pengarsipan 5 Menit lemari
Keputusan dan arsip dan
Salinan Keputusan digital
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Nomor SOP Tahun 2025

Tanggal Pembuatan September 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif  Sepremba 2025
7

Disahkan Oleh

PEMILU DAN HUKUM : H AD ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Penerimaan Baporin Do Pelanggaran Kode
Perilaku, Sumpah Janji, Dan/Atau Pakta Integritas
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan
Umum,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

1. Memahami ketentuan KPU tentang penanganan laporan dugaan
pelanggaran kode perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas.

2. Memahami ketentuan Tata Naskah sesuai dengan PKPU Tata Naskah
Dinas.

JUMLAH PELAKSANA

KETERKAITAN

PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Penerimaan Surat

Komputer, Printer, Scanner, Stempel, Lemari Arsip

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Buku Laporan Masuk
2. Buku Registrasi Laporan

idih.kpu.qgo.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku
i Ketua Kasubb
Ne | Ernln Epnacdur Pelapor Sa | Saemn | Tosede | Poasas | Kacgeps | weani | ospa K.
Anggota Hukum
Pelapor ~ membuat Format laporan
laporan dugaan menggunakan
pelanggaran  kode format Model
perilaku,  Sumpah - Laporan, PP-2 sesuai
janji, dan/atau Pakta o Fotokopi Model PP ketentuan
1 | Integritas dikirimkan KTP dan - 2 PKPU
melalui surat, email Kontak
atau menu Person
whistleblowing
system laman kab-
muna.kpu.go.id
Staf pelaksana Dokumen
bagian penerimaan laporan
surat menerima Bersifat
laporan dan rahasia Bagian
meneruskan Laporan Pencatatan penerimaan
P kepada Tim 10 dalam surat dilarang
Penerima  Laporan Menit Surat membuka
dugaan pelanggaran Masuk segel laporan
kode perilaku
sumpah janji,
dan/atau Pakta
Integritas.
Tim Penerima Pencatatan
Laporan dugaan dalan buku
pelanggaran  kode laporan
perilaku,  sumpah dibedakan
janji, dan/atau pakta dengan
integrtitas L Pencatatan pencatatan
3 melakukan 5 dalam registrasi
pencatatan  dalam Menit buku laporan
Buku Laporan laporan
Dugaan Pelanggaran
Kode Perilaku,
Sumpah Janji,
dan/atau Pakta
Integritas
Melakukan Verifikasi
verifikasi awal Awal
kelengkapan kelengkapan
dokumen  laporan dokumen
pelanggaran  kode kaporan
perilaku,  sumpah Hasil meliputi
4 janji, dan/atau pakta | Hari Verifikasi kesesuaian
integritas sesual Awal laporan dengan
dengan  ketentuan Laporan model PP-2
penanganan dan dokumen
pelanggaran  kode pendukung
perilaku,  sumpah
janji, dan/atau pakta
integritas KPU.
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-10-

: : Laporan
O s A disesuaikan
sesual dengan
ketentuan KPU, Staf dengan Model
Pelaksana melakukan PP-2
Koordinasi dengan

5 | pelapor terkait dengan | Hari Perbaikan

= | perbaikan laporan Laporan
dugaan  Pelanggaran
Kode Perilaku,
Sumpah Janji,
Dan/Atau Pakta
Integritas
Staf Pelaksana Nomor
melakukan Registrasi
Registrasi  terhadap dicatat dalam
N dvpee buku registrasi
pelanggaran  kode i Laporan laporan

6 | perilaku,  sumpah Menit | Y208 telah
janji, dan/atau pakta diregistrasi
mntegritas jika lolos
verifikasi awal
kelengkapan
dokumen laporan
Laporan dugaan Pemeriksaan
Pelanggaran Kode laporan dugaan
Perila%i Sumpah o H15’«?]zmg,gafan
Janji, dan/atau Pakta dugamn | o4 perilaku,
Integritas yang telah pelanggara siioh
dir egislerk;zn n lFOde dan/atau pakt;a
diserahkan  kepada perilaku, iakepritas

7 | Ketua dan Anggota il et dilakukan
untuk  dilakukan Menit o Sasih i
proses - pemeriksaan atau | | etentuan KPU
dugaan pelanggaran ~ pakta
kode perilaku, integritas
sumpah Janji, gjrang'telah_
dan/atau pakta cgistrasi
integritas

alinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

- jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif j@@ms

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) '047 Ketu
KABUPATEN MUNA . N
5

Disahkan Ol . KA%!-{’J’::A >

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN "}?’\ : y

INFORMASI O NLAOD AD ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Pemu i al ilih Berkelanjutan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

—

UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam
Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilthan Umum.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri

Memahami Alur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum JUMLAH PELAKSANA
4. Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 1 Tahun —
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Minimal 2 orang
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU
Provinsi Sulawesi Tenggara

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi Rekapitulasi
Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional

1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban/bahan laporan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Provinsi
Sulawesi Tenggara

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana

Mata Baku

Rekap DPB kepada KPU Provinsi untuk
direkap di tingkat Provinsi dan KPU RI

Ket.
No Uraian Prosedur
KPU 5
KPURL | RPU | M0 | Dukeapil | Persyaratan | Waktu Output
Melakukan sinkronisasi dan menganalisa S
1 Daftar Pemilih Pemilw/Pemilihan G Dafiar 6 Dokumen
Terakhir dengan Data Konsolidasi Bersih Pemilih Bulan DPB
Dukcapil
Menugaskan KPU  Provinsi  untuk
5 menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota o Dokumen 1 Hari Dokumen
memutakhirkan Daftar Pemilih DPB DPB
berkelanjutan yang sudah di sinkronkan
Form
Tanggapan
Melakukan Rapat Koordinasi dengan o —— 3 dan Masukan
3 | stakcholder dan menerima laporan dari DPB Mingg | masyarakat
masyarakat u terhadap
pemutakhiran
DPB
Form
Melakukan pencermatan terhadap laporan Tanggapan
masyarakat vang masuk, Jika elemen \ dan
4 lengkap maka di input ke sidalih untuk Masukkan 3 Hari Form AB.
dimasukkan ke dalam DPB jika tidak / masyarakat DPB
maka akan diberikan ke Dukcapil untuk terhadap
melengkapi elemen data pemutakhir
an DPB
5 | Menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan : Form AB. Mi:] BA dan
(DPB) DPB ugg Rekap DPB
BA dan : BA dan
6 | Menetapkan Rekap DPB Rekap DPB 3 Han Rekap DPB
Mengarsipkan dan menyampaikan Rekap
DPB kepada KPU Provinsi dan KPU RI Ba dan BA dan
7 | untuk mengarsipkan dan menyampaikan ' :~ Rekap DPB 3 Han Rekap DPB

idih.kpu.qgo.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif A@@zs

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
549/Kpts/setjen/ Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitasi  Kinerja  Instansi  Pemerintah  di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-
Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi
Pemilthan Umum

Memahami Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja sesuai Pedoman
Teknis Penyusunan

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN

PERLATAN/KELENGKAPAN

—

Renja
2. RKA
3. Perjanjian Kinerja

[

Data Terkait Informasi Capaian Kinerja
Laporan Realisasi Anggaran
Pedoman Teknis Penyusunannya

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi Nilai
Akuntabilitas Kinerja Satker

Sebagai dokumen pertanggungjawaban/bahan laporan
Akuntabilitas kinerja satker
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku Ket.
No Uraian Prosedur Ka. Sub
Bagian Pelaksana Sekretaris Persyaratan Waktu Output
Perencanaan
Menugaskan untuk membuat C] T 30 L
1 Laporan Kineria Disposisi Menit Disposisi
1. Dokumen
Perjanjian
Mengumpulkan Bahan L L 3 Kinerja
2 Penyusunan Laporan Kinerja i Dispetsi Minggu | 2. Laporan
Kinerja per
Sub Bagian
1. Dokumen PK
2 Laporan  Kinerja
. -
; per Sub Bagian
3 | Mengumpulkan Draf Laporan 3. Petunjuk  Teknis 2 Draft Laporan
Kinerja P Minggu Kinerja
enyusunan
4. Draft Laporan
Kinerja
Memverifikasi dan memberikan
paraf pada Laporan Kinerja jika
setuju  Menverahkan Laporan Draft Laporan %ﬁl_‘a?omn
4 | Kinerja kepada sckretaris jika & po 2 Hari té’;h’a“g
‘ tidak setuju mengembalikan / mena diverifikasi
11 kepada sub bagian untuk di 4 Vet
: perbaiki
| : Laporan
. Memeriksa dan mengesahkan ) g ol
" 5 | laporan kinerja jika tidak setuju P4 Draft Laporan _ | Kinerja yang
| Py ) Kinerja yang telah 2 Han sudah
. mengembalikan kepada sub \ diverifikasi il
5 bagian untuk di perbaiki : g
‘; Mengirim  Laporan  Kinerja _
| 6 | kepada Biro  Perencanaan l r': DO}‘UEE' L:poran 1 Jam Ilgl:lzrra:
melalui KPU Provinsi 1 1

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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o

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA ,

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN : e s

INFORMASI Nama SOP : Aplikasi MORSWBAPPENAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Mampu Mengoperasikan Komputer

2. Memahami tata cara penginputan aplikasi PP 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata cara secara online
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;
Pembangunan Nasional;Peraturan Komusi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komusi Pemilthan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. JUMLAH PELAKSANA
Minimal 1 orang
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN
SOP Pelaporan Capaian Output (Realisasi Anggaran, 1. Komputer
Komponen dan RO) 2. Data Realisasi Anggaran
SOP Aplikasi PP 39 Tahun 2006 secara online 3. RKAKL
4. DIPA
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
1. Anggaran
2. Barang/Material
3. Penerima Manfaat
4. Waktu
la ti | d aik . 5. Lokasi
3pab1 a tidak dilaksanakan dengan baik akan dilakukan 6. Desain Perencanaan/Konsep
emangkasan Anggaran untuk Tahun Berikutnya 7. CoraMobots Peliksaviatn
8. Aparatur Pemerintah
9. Stakeholder Terkait

10. Presepsi/Pengendalian

- jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana

Mata Baku

| Ket.
No Uraian Prosedur Ka. Sub
Bagian PPK Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Perencanaan
Menugaskan Pelaksan ml):g; l:f 30
: ﬁfﬁﬁ‘:;p;;“gmp“m e D Realisasi | Menit | DiSPosisi
Anggaran
; L 1. Jaringan Dkiamen
Menyiapkan Data-Data ’ 30 Realisasi
2 Realisasi Anggaran hifpme Menit | Anggaran
gg 2. Komputer 28
Melakukan Penginputan 1 Relias Pelaporan
Pelaporan Realisasi/Pencapaian ’ Ky Keluaran Triwulan kepada
3 Fisik (Komponen dari Rincian 2. Jaringan ]-2‘ dari Bappenas pahng
Output/RO) dan  Anggaran ) Tt Hari Pelaksanaa lambat 14 Hari
setiap bulan ke dalam Aplikasi 3. Eoiouter n Kegiatan Kerja setelah
E-Monev ) P Triwulan berakhir
Pelaporan
Konsep Data
4 Il:i?anliﬁan Hasil PCP; ma::zuan Laporan PP 1 Hari Realisasi
PO 39 sesuai PP
39/2006
Menyajikan Data  Realisasi 1. Jaringan
5 | Capaian Output secara Fisik » Internet M:i?lit lggaporan PR
Komponen RO dan Anggaran 2. Komputer
Menyampaikan Hasil
6 Pelaksanaan Penginputan E- Laporan PP | Jam Laporan PP
Monev Bappenas (PP 39) KPA 39 39
Sekretaris
L Laporan PP
Mengarsipkan Data LAporan Laporan PP 39 dalam
7 | PP 39 dalam bentuk PDF atau ;{ l P°39 1 Jam Sk
Excel uk
PDF

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif /@@5
V4 etug
S ﬂ'
Disahkan Oleh

A/

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Menteri Komukasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara.

3. Surat Edaran KPU Nomor 1333/SJ/X/2016 tanggal 24
Oktober 2015 perihal penamaan Domain Website KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Surat Ketua KPU RI Nomor
776/TIK 025D/01/KPU/VII/2021 tanggal 30 Agustus
2021 perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web
Template dan Konfirmasi email KPU di lingkungan
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

tentang

1. Memahami sistem jaringan
2. Menguasai pengoperasian sistem aplikasi
3. Menguasai programer website

LAH PELAKS
seluruh Indonesia. M LN
Minimal 2 orang
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN
SOP Penataan Website L. Jaiogan Mot
2. Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada sistem
pemeliharaan jaringan website dan kurangnya informasi yang
valid dan update.

1. Laporan kondisi website terkini
2. Laporan inventarisasi permasalahan website/jaringan.

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku Ket.

No Uraian Prosedur Ka. Sub Super Admin,

Bagian Admin, Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Perencanaan Operator
Memerintahkan kepada staf Gambar,

1 | pelaksana untuk mengumpulkan ' ! dokumentasi, 1 Hari Disposisi

data-data dari sub bagian file, berita
Proses pengolahan
Pengumpulan data-data L 4 Gambar, -V Soformausi data dan

2 | (gambar, dokumentasi, file, dokumentasi, 1 Hari besits
berita) dari sub bagian file, berita
Super Admin/Admin/Operator
menambah/mengubah/menghap
us role baru, menu, sub menu, Ko
content template dan melakukan La ‘;0 ’ Proses editing

3 | editing informasi berupa data > - plop. 3Jam | informasi data dan

- anngav 1
data (gambar, dokumen, video) hirs berita
sebelum proses unggah data dan
informasi yang akan
ditampilkan pada website
Melakukan filtering informasi Komputer, o
terhadap data dan informasi Laptop, , FoUB GRE

4 ¢ 5 : 3Jam | informasi data dan
(gambar, dokumen, video) Jaringa, o
sebelum proses upload Internet

5 1. ; ' A 3Jam | informasi data dan
informasi (gambar, dokumen, Jaringa, beri
= Tita
video) Internet

- ) : Rekap evaluasi
ngl?agfks:;geress pen ;zfé;ﬁ Tabel 1 info grafis,

6 S i < Instrumen ; kualitas, kuantitas,
website secara berkala ilgian Minggu Unload data
perbulan/semester pem P i

dokuemn

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif  Z=8 025
SN
KOMISI PEMILIHAN UMUM §-//—\f-
KABUPATEN MUNA w

Disahkan Oleh | @ | KABUPATBN |

- MUNA

(3 :

2)

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN Q D ASKAR ADLJAYA
INFORMASI Nama SOP : Penyus i rja
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
system Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman
evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Mentenn Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2017 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Intansi Pemerintah.

5. Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komusi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilthan Umum, Komusi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR 03-1-
Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komusi
Pemilihan Umum Pelaporan Kinerja di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

Memahami penyusunan perjanjian kinerja sesuai pedoman teknis.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN

PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Penyusunan perjanjian kinerja

Pedoman teknis penyusunan
Konsep perjanjian kinerja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi nilai
akuntabilitas kinerja Satker.

Sebagai dokumen pertanggung laporan akuntabilitas kinerja
satker.
Disimpen sebagai data elektronik dan manual.

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana

Mata Baku

Perencanaan dari  Organisasi
Setjen KPU III Melalui Surat.

Ket.

No Uraian Prosedur

Sekretaris RE O Bux Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Perencanaan
Memerintahkan Kepada Kepala
- Dokumen
| | Bagian Perencanaan Data dan G Pendukung 4 Disposisi
Infromasi untuk  menyusun g Menit
o e ’ Terkait
Perjanjian Kinerja
Memudahkan  Kepala  Sub Y
) Bagian Perencanaan  untuk PDokumen 30 o e
i endukung . Disposisi
Menyusun Format Perjanjian = Menit
i Terkait
Kinerja.
Menyusun Format Perjanjian
' Kinerja dan Mendiskusikan Dokumen e
| 3 | Kepada Sekretaris. Pejabat Pendukung 1 Hari Formﬂ;’?:npm
Eselon III, Eselon IV, dan Terkait y
Pelaksana.
Menghimpun Konsep Dokumen -

4 | Perjanjian Kinerja yang telah Pendukung | 3Hari | oseP Peanjian
terkumpul. Terkait e
Menyampaikan Konsep Dokumen L

5 | Perjanjian Kinerja yang telah Pendukung | 1 Hari K"“Si?i:;'?:"l“‘“
terkumpul. Terkait J
Menyampaikan Kepada Dickanncn 30 Konsep Perjanjian

6 | Sekretaris Pendukung | - ypenyy Kinerja

Terkait J
Memparaf dokumen perjanjian
kinerja dan jika belum di setujui y Dokumen K Peciatiing

7 | maka kembali lagi kepada Pendukung | 1Jam "Kﬂn 'J:J
bagian Perencanaan, Data dan Terkait <
Informasi untuk orang.

Mengakomodir  penyelesaian,
y .
penyusunan Dokumen )

8 | penandatanganan dokumen Pendukung 2 Hari Pe .a]?il‘;;lm;;l .
perjanjian  Kinerja Sekretaris, Terkait na <
Eselon I11, IV dan Pelaksana
Mengarsipkan dan

! Menyampaikan ~ Penyusunan

i dan Penandatanganan Dokumen Dokumen 30 Dokumen

| 9 | Perjanjian  Kinerja  Kepada Pendukung Maiit | Pesisiiai Kiic
| Inspektorat dan Biro Terkait o iy Ko

- jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif @W\ZS
Disahkan Oleh

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Renja kementrian/lembaga;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menter1 Keuangan Nomor 94/PMK 02/2013
tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komusi

Memahami Penyusunan Rencana Kerja.

2. Akan mempengaruhi penilaian capaian kerja.

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, A it
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Permhhan L_Irpum N_o_mor 8 Tahun 2019_ tentang '_l'ata Minimal 2 orang
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kotal;
Keputusan Komisi Pemulthan Umum  Nomor
735/HK.03.1/02/2021  tentang pedoman  Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.
KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN
1. Renstra.
2. Rencana kegiatan per sub bagian.
. 3. DIPA.
SOP Penyusunan Rencana Kerja 3. Tincinn Kot Ketia,
5. Juknis DIPA Tahun Anggaran 2022
6. Pedoman teknis penyusunan rencana kerja.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada 1. Estimasi kebutuhan belanja pegawai.
efektifitas pelaksanaan program anggaran dan kegiatan. | 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mata Baku Ket.
No Uraian Prosedur Ka. Sub Bag
Sekretaris Pe Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Memerintahkan Kepada Kepala
Bagian Perencanaan Data dan J u]\l;cnstra,
: 1s, DIPA,
1 Infromasi m@k menyusun D RKA, rencana 30. Disposisi
Rencana Kerja berdasarkan ki i,aan e Menit
Renstra dan rencana kegiatan Samp
: sub bagian
per sub bagian
Memberikan disposisi kepada 4 Dokumen 30
2 | kepala sub bagian perencanaan Pendukung Meni Disposisi
: : enit
untuk menyusun rencana kerja. Terkait
.. Dokumen
3 kMee:jlag;nnahsas usulan rencans Pendukung 3 Hani | Arah rencana kerja
& Terkait
Mekakukan koordinasi dengan
seluruh sub bagian untuk Dokumen
4 | membahas  draft  program Pendukung 3 Hari | Arahrencana kerja
rencana kerja vang telah Terkait
disusun
Memverifikasi kesesuaian draft
rencana kerja dengan Renstra,
Juknis, DIPA, RKA lalu /\ Bk
- | memberi paraf draft, jika draft ) : Rencana Kerja
5 o G » > Pendukung 1 Han :
rencana kerja sudah disetujui \ / Terkait Yang telah diparaf
maka dapat langsung dicetak
oleh penyusun rencana kerja,
untuk disusun ulang
Memverifikasi dan
menandatangani draft rencana
kerja, jika draft belum di setujui Dokumen Resicana Kisis
6 | maka kembali lagi kepada Pendukung | 1Hari | . ST di';mf
Kepala Bagian Perencanaan, Terkait £ p
Data dan Informasi untuk
diubah.
Mendokumentasikan dan A 4 Dokumen 10 Rencana Kerja
7 | mengarsipkan dokumen Pendukung Meni Yang telah di
" cnit :
rencana. Terkait tandatangani

~jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

DASAR HUKUM

KUALIFII PELAKSANA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilthan Umum  Nomor
753/HK.03.1/02/2021  tentang Pedoman  Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

1.
2.

Memahami tata cara revisi anggaran.
Mampu mengoperasikan Aplikasi Revisi (SAKTI).

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN

PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Revisi dalam satu kegiatan, antar kegiatan, antar
akun.

SOP Revisi alokasi kebutuhan belanja pegawai.
Pelaksanaan rencana kerja anggaran dan kegiatan.

l (ON A i T . e

SBM.

Juknis DIPA.

PMK tata cara revisi anggaran.
Rincian Kertas Kerja.
Realisasi anggaran.

Aplikasi SAKTL

Data Dukung.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi
penyerapan anggaran.
Mempengaruhi persentase capaian realisasi anggaran.

[

Estimasi kebutuhan belanja pegawai
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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! Pelaksana Mata Baku
| Neo Uraian Prosedur
§ Sekretaris | S BAE | ppg | pelaksana | Persyaratan | Waktu Output
i Menerima  usulan  revisi
‘ anggaran
‘ Menelaah surat usulan revisi
anggaran dari sub bagian dan
memerintahkan kepada Kepala l } Surat Usulan 30 o
1 Sub Bagian Perencanaan, Data P Menit Disposisi
dan Informasi untuk melakukan e
perincian  dan  perhitungan
usulan revisi anggaran
Menganalisis  usulan  revisi v
anggaran dan  menugaskan RKA
2 | pelaksana untuk memproses Matriks revisi 1 Han sebelum-
usulan revisi sesual matriks Y sesudah
usulan revisi anggaran
y o .
Melaksanakan revisi anggaran Malrll_\s FEVER ; RKA
3 | melasi aplikasi revisi Jaringan 3 Han Scbolun-
internet sesudah
Y DIPA
Menelaah usulan revisi / Konsep,
4 | anggaran berdasarkan realisasi Matriks revisi | 3 Jam RKA
anggaran \ sebelum-
sesudah
DIPA
Konsep,
Menganalisa perubahan DIPA
s | petikan hasil input revisi dan /\‘ Matriks revisi | 1iag | Se0clum-
kelengkapan usulan dokumen v tidak sesudah,
revisi dokumen
pendukung
lainnva
Menerima konsep persetujuan
usulan revisi anggaran, dalam
hal :
- Revisi  anggaran  berada
dalam kewecnangan KPA,
maka KPA dapat
menetapkan Revisi KDIPA
POK/DIPA ke Kanwil DJPb g“lfzp’
melalui aplikasi revisi v bel
6 | - Revisi anggaran memerlukan Matriks revisi | 1 Jam 5 u;al;:-
persetujuan Eselon I, maka ﬁ ’
KPA mengirimkan orumen
. . pendukung
pen_n.mtaan surat persetujuan -
revisi ke Eselon [ s
- Revisi  anggaran berada
dalam kewenangan Eselon 1.
maka KPA mengirimkan
usulan revisi anggaran ke
Eselon I
DIPA
Konsep. RKA "
Proses usulan revisi dan upload sebelum Nouﬁlc\‘:sr:
7 | dokumen pendukung lainnya > sesudah, 1 Jam ll'(ﬂlsn_lb'
melalui aplikasi revisi dokumen e
pendukung aplikasi
lainnya
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DIPA
; Konsep, RKA Monitoring
: : : sebelum
Menerima notifikasi  usulan : progress
| B | reviss dasi Kanwil DIPD sesioh, | 1Hei | e
TEVIS1 anwi d 01\ cumen (5] llskasi
pendukung "
lainnva
o | Menerima DIPA Revisi dan Cj DIPA - Hari PE&EA
DJPb melalui aplikasi Revisi Petikan, ADK ADI"(“’

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Balinan sesuai dengan aslinya
BEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi | 1. Pejabat yang berwenang/sesuai Tupoksi;

Publik; 2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan infomrasi;
2. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum; 3. Jujur dan bertanggung jawab;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan | 4. Mengetahui tugas, fungsi system dan prosedur pelayanan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang informasi;

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi | 5. Mampu menangani pemohon dengan aktif;

Pemerintahan; 6. Mengetahui informasi kepemiuan dan kelembagaan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 7. Mengetahui klasifikasi informasi;

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 8. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan.

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum JUMLAH PELAKSANA

Kabupaten/Kota;
6. Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU Tahun 2015 Minimal 2

tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi e SSs

Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum.

KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN

Ruang pelayanan informasi, Komputer, printer, meja, kursi, rak
SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Publik pelayanan informasi, buku registrasi, formulir pelayanan informasi
dan tanda tennma pelayanan informasi

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan

Prosedur in1 wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan 3 Taporms paldumnss

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur PaK:I::::gls ‘ Sek. i I
Pemohon dan SDM | KPU Pelaksana | Persyaratan | Waktu Output Ket.
KPUKab Kb i
o sl a identitas, | | Untuk
.49 £ rm%.lailr akte f - Data pemohon pemohon
1 Tnengl ;l o notaris, 15 it terisi, pemohon melalui surat,
pmfauno - - | > dokumen | meny | memenuhi email. telp. dan
?arfl?s‘ i emaﬂu I pengesahan I . syarat fax, formulir
e A ; badan | ; diisikan staf
telepon, PPID ! politik | ‘
Staf pelaksana | Data | : Data bukan
menginformasikan fia | 3 | termasuk
2 kepada  pemohon Ej h::idco 3/5 | I5menit | TandaTerima | informasi dalm
terkait  informasi i oﬂcog;’ | { | kategori
yang diminta = | dikecualikan
Staf - pelaksana \ | et
g | Tk | Smenit | Srorw |
informasi vang | | terinformasikan |
dikecualikan | | |
| | informasi
Jika informasi vang . | tahapan. PPID
dimohon tidak dapat v j | memberikan
diberikan langsung, Nota dinag/ | 10 hari kerja | 10 hari kerja dan | jawabn tertulis
4 desk _ pe!ayanan . . Disposisi/ | dan dapat ~ dapat : dajgm waktu 3
berkoordinasi i temdp Avil | diperpanjang | diperpanjang 7 hari kerja dan
dengan  kasubbag ‘ | 7 hari kerja hari kerja dapat
(Pgjabat PPID) & | diperpanjang 2
tim penghitung i i hari kerja
; | (Perki 1 Tahun
| | 2019)
i Klasifikasi | randa erimg | Diberikan desk
an ecitatian data yang | | dsend | informasi
3 lth::rltnu]jsn apabila = dapat pemberitahuan } (offline)
; ; diberikan/ | | : surat/email
informasi dapat idak | | tertulis ‘ (online)
diterima atau tidak = ‘ |
Desk informasi 5 b Update 1
6 mengapdate register ' register |
pelavanan informasi pelayanan | f
apabila sesuai informasi | |
| !
7 Supervisi  kegiatan ul;g::e | Data layanan |
oleh Kasubbag pelayanan | | harian |
1 | f
i !
Pelaporan  dari | i i
8 Kasubbag  kepada :" l Ul;:;f;?te | 1 Bulan Laporan bulanan |

Sekretaris
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN

Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahikan Olch KABDPATER

MUNZ

MASYARAKAT DAN AD ASKAR ADI JAYA
SUMBER DAYA MANUSIA Nama SOP : Penanganandgebs adap Pelayanan
Informasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi | 1. Pejabat yang berwenang/sesuai Tupoksi:

Publik; 2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan infomrasi;
2. UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum: 3. Jujur dan bertanggung jawab;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan | 4. Mengetahui tugas, fungsi system dan prosedur pelayanan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang informasi:

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi | 5. Mampu menangani pemohon dengan aktif:

Pemerintahan; 6. Mengetahui informasi kepemiuvan dan kelembagaan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 7. Mengetahui klasifikasi informasi;

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 8. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan.

Pemilthan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelavanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum JUMLAH PELAKSANA

Kabupaten/Kota;
6. Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU Tahun 2015 -

tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Mgl 2 oegng

Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum.

KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN
] : ; Ruang pelavanan informasi, Komputer, printer, meja, kursi, rak
SOF Py Raf kit pelayanan informasi, buku registrasi, formulir keberatan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan
2. Laporan pelakasanaan

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelaksana Mutu Baku
Kasubeg | o, }
No Uraian Prosedur Pemohon P;::"g]’)’ I KPU Pelaksana Persyaratan Waktu Output Ket.
KPUKab | Kab |
Pemohon informasi Kartu [
mengajukan identitas, akte | Data pemohon .
perllllg:fwnan notaris, 3 terisi, pemohon Su.ratjawaban
1 Kebe l } | I 10 menit ; vang telah
ratan  dengan > dokumen memenuhi ditanibstii
mengisi formulir pengesahan i syarat £a
keberatan | badan public L o
Staf pelaksana | |
menginformasikan ‘
o T 3 b4 Formulir | Update nomor
formulir  keberatan : & ; : :
2 : y i keberatan 15 menit registrasi
dan jangka waktu ‘ : i | :
s \ terisi i formulir
Jjawaban atau 1 :
kebaratan sesuai UU
KIP
Staf pelaksana
menginformasikan
nomor registrasi .
, | formulir keberatan | ll: il
3 : ! eberatan
dan jangka wakiu 3 tersampaikan
Jjawaban atau | 3
keberatan sesuai UU ’ |
KIP
l’:iﬁl;a‘ 2 nPP[D No_la Din‘ a_sl _ Formulir
4 " f - Disposisi/ 1 hari keberatan
ormulir keberatan _ Arshan Gtk
kepada atasan PPID ; ; e
Atasan PPID . |
menjawab pemohon ! ‘
Ka. Sub  Bag A | Jawaban - Surat jawaban
5 | Pelaksana permohonan 1 hari yang telah
persvaratan  waktu ! keberatan ditandatangani
output permohonan |
keberatan i
Desk informasi , b Update Maks. 30 |
6 menyampaikan surat i register hari kerja |
jawabn kepada D g pelayanan sejak |
pemohon - informasi keberatan |
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Nomor SOP Tahun 2025
Tanggal Pembuatan September 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif eptember 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Disahkan Oleh
SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN G
MASYARAKAT DAN (SEAAD ASKAR ADI JAYA
SUMBER DAYA MANUSIA Nama SOP - Pengu b Kepegawaian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

—

UU. No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penvusunan Standar Operasional Administrasi
Pemerintahan;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas.
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilthan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota:

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

1. Pendidikan Minimal SLTA.
2. Terampil

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN

PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Pengurusan Surat Keluar

1. Alat Tulis,
Agenda.

o

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka surat akan terlambat
sampai ke tujuan.

—

Buku Laporan Masuk
Buku Registrasi Laporan

N
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Pelaksana Mutu Baku
Ne Uraian Prosedur I
Kasubag | Sek.
Parhubmas |
Staf d | KPU Ka. Bag Persyaratan Waktu Output Ket.
an SDM Kab
KPU Kab |
Menerima surat
beserta  dokumen
pendukung i
(kenaikan pangkat,
gaji berkala, mutasi, i
disiplin  pegawai. | Surat Masuk
cuti, tugas/izin Kartu 5 1 beserta
! belajar. pension. dll) l l Disposisi 15 menit | dokumen
dari unit | pendukung
kerja/satuan  kerja '
dan  disampaikan f
langsung  kepada
Kasubag Parhubmas
dan SDM
Surat Masuk
Meneliti/memeriksa i | hasil
surat beserta Surat Masuk penelitian/pem
2 dokumen f beserta 20 menit eriksaan
pendukung dan dokumen berdasarkan
meminta arahan pendukung arahan Kabag
kepada Sekretaris Hukum dan
SDM
Meneliti/memeriksa
surat beserta
dokumen
pendukung yang
masuk dan Surat Masuk | Sm}:aziimk
g | mesywablaniya 24 Laail 20 Mesis | penalitisaspsni
kepada  Kasubag penelitian dan | HCRELIERS
. eriksaan
Parhubmas dan | pemeriksaan Setbali
SDM untuk ! s
ditindaklanjuti atau ; i
menyampaikan
kepada Ka. Bag f
Mepmdaklaruuu ; Uik sisickaad
hasil | E
. . | dinas/dokumen
penelitian/pemeriks !
| Surat Masuk yang proses
e Resiasian ! hasil Palin cnerbitann:
ketentuan yang i i 2 Dokumen i e
4 : le P penelitian dan | lambat 7 | - menjadi
berlaku (menginput | - . .. .| Kepegawaian
dal S | pemeriksaan | hari kerja | kewenangan
am aplikasi atau kcensbiali 3 KPU Provinsi
menyusun  konsep € ‘ Sul ovinst
dokumen 2 | T ik
kepegawaian) i cnggara
s e
Meneruskan/menind g pengantar dan Pali i ) -
ak lamjuti ke Ka. | dokumen ng Dokumen yang proses
3 % lambat 7 e penerbitannya
Bag untuk diproses pendukung hari keria Kepegawaian odi
Relmymin | inisrasi = kcazz‘.ﬁlgan
kepegawaian KPU RI
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Menerima dokumen ' 2 ‘

kepegawaian  dan ? J IPal;;lgz ?

6 |Ka Bag untuk i < L
ditindaklanjuti ol

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Balinan sesuai dengan aslinya
BEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
EABL PATEN MUNA
: ub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

A
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